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https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/19/02/11/pmrk9g423-indonesia-kekurangan-40-ribu-penyuluh-pertanian


 

 

 

 

https://www.merdeka.com/uang/ironis-pemenuhan-kebutuhan-pangan-

indonesia-dipenuhi-dari-impor.html pada 04 Maret 2019. 

 

https://www.merdeka.com/uang/kementan-kemendag-beda-pendapat-soal-

impor-beras-jilid-ii-ini-respons-menko-darmin.html pada 04 Maret 

2019. 

 

https://lppbv2.atrbpn.go.id/lppb/#section3 pada 22 Maret 2020. 

 

https: //bk pp. jogjap rov. go.id /content/ page/71/ Tentang-BKPP-DIY diakses 

pada 02 Maret 2020.  

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaminan pada 14 April 2020 

 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141106091724-12-9972/mk-

kabulkan-gugatan-uji-materi-hak-petani pada 06 September 2019 

pukul 11.00 WIB. 

 

F. Peraturan Perundang- Undangan 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4660); 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 

Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

 

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TANAMAN PANGAN: KAJIAN KRITIS
TERHADAP SINKRONISASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI DENGAN UNDANG-UNDANG
LAIN DI BIDANG PERTANIAN
TUTUT FERDIANA M.P., Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://www.merdeka.com/uang/ironis-pemenuhan-kebutuhan-pangan-indonesia-dipenuhi-dari-impor.html%20pada%2004%20Maret%202019
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https://www.merdeka.com/uang/kementan-kemendag-beda-pendapat-soal-impor-beras-jilid-ii-ini-respons-menko-darmin.html%20pada%2004%20Maret%202019
https://www.merdeka.com/uang/kementan-kemendag-beda-pendapat-soal-impor-beras-jilid-ii-ini-respons-menko-darmin.html%20pada%2004%20Maret%202019
https://www.merdeka.com/uang/kementan-kemendag-beda-pendapat-soal-impor-beras-jilid-ii-ini-respons-menko-darmin.html%20pada%2004%20Maret%202019
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https://bkpp.jogjaprov.go.id/content/page/71/Tentang-BKPP-DIY
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5068); 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5280); 

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5360); 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5433); 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412); 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

Terhadap UUD NRI Tahun 1945; 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, 

dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5185); 

 

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TANAMAN PANGAN: KAJIAN KRITIS
TERHADAP SINKRONISASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI DENGAN UNDANG-UNDANG
LAIN DI BIDANG PERTANIAN
TUTUT FERDIANA M.P., Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5279); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana dan Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

 

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 311); 

 

Peraturan Menteri ATR Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian 

Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

966); 

 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

No.47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Progama 

Penyuluhan Pertanian. 

 

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TANAMAN PANGAN: KAJIAN KRITIS
TERHADAP SINKRONISASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI DENGAN UNDANG-UNDANG
LAIN DI BIDANG PERTANIAN
TUTUT FERDIANA M.P., Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


